
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 2 TAHUN 1992 SERI B No. 1 

PERATIJRAN DAERAI-l 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR : 8 Tahun 1991 

TENTAN& 

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN 
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT ll SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATl KEPAIA DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan 
Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggara­
kan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, 
perlu· dilakukan upaya peni~~k~tan pen~rimaa~ 
Desa/Kelurahan melalui pen)'lsthan sebag1an h~U 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagtan 
Daerah Tingkat 11 kcpada Pemcrintah Desa/ 

Kelurahan; 
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b. bahwa sehubungan hat tersebut di atas perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

l. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 

2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
lingkungan PropinsiJawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa; 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan; 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 ten­
tang -Pembagian basil Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Nege~i Nomor 1 Tahun 
1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan 
Desa, Pengurusan dan Pengawasannya; 

7. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluar­
an ~euangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak 

Bumi dan Bangunan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Non1or 8 Tahun 
1990 tentang Anggaran Pengelolaan Keuangan 

Kelurahan; 
10. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri N?mor 6 Tahu•~ 

1988 tentang Prosedur Pcnctapan I roduk-produk 
I lukum di Ungkungan Oepartcmcn Oalan, Ncgcri; 

· Mcntcrl D·ilam Ncgcri Nomor 49 Tahun 
11 Kcpu tusan ' . p • k 

. 1990 tcntang Pcdoman Pcnyisihan Pcne~unaan aJa 
Bumi dan Oangunan Uagian Oacrah Tmgkat 1 dan 

h 1◄• . kat II kcpada Pcmcrintah Desa; Oacra mg 
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12. K ·putu~;1n Mcntcri Oalan1 N gcri Nomor 'JR 1 ah 
1990 tcntang Pcdoman Pcnyi ihan Pajak nu 11 

• . I n11 r1, 
Bangunt1n Bagian Pcn1cnnta 1 Dacrah Tingk~t 1 · 
T)a rah Tingkat 11 scrta pcn1hcrian urnhang:m/ b ·

1 

tuan dan pcmhcrian scbagian ha~il Paj:1k cu · 
R trihu. i I acrah kcpada Pcn1crintah Kclurahan• n 

I 

13. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Dacrah Tin~kat 
11 

Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1981 tcntang Su una 
Organi asi dan Tatakcrja Pcmcrintah Dcsa da~ 
Pcrangkat Dcsa. 

I cngan Pcrsctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
K:lhup,Hcn Dacrah Tingkat II Sukoharjo; 

MEMUTIJSKAN : 

PERATURAN DAERAH KAnUPATEN DAERAI I TJNGKJ\T 
II SUKOI IARJO TENTANG PENYISII IAN PENERIMAAN 
PAJAK Bl IMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAII 

1 

KABl PATEN DAERAH TINGKAT II SUKOIIARJ0 1 

KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAIIAN SE 
KAf\l lPATEN DAERAJ I TJNGKAT II SUKOIIARJO. 

13AI\ I 
KETE TUAN UMUM 

Pasal 1 

D lam Pl'raruran Daerah ini yang dimak_-.,ud c.kngall · 

· P ·rn -rintala l a t:rah adalah Pt:rnerintah ~ 1hup.a<lll 

U:i ·n1h T i, gkac I J • 11 ko harjo; 

t •1 I j( 
· Ua -rah T1ngkat JI a lalah ~ ,hupatt·n I ;1L•r.1h I 11 

• 

lJ ~u oharjo ; 

I• · I I,.__.,.,. 
' )upa 11 t•p ~1la l>avrah ad.1l.1h llup.111 t\ql.l ·' 

·1111}~ a t 11 !'l ia oli aqo; 
f'l (• 

d . I) :w:111 l't.·1 w .1 il ._111 Hahy.11 I ).H·r.d, :,d.d.,h I \~'•· :~Jt II 
wakil au Ha ya, I >aL·rah K:1l>upa1n1 I .1t:rah 111'~ 
~,, k • > t, ,~ rj, >. 
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e Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

f. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerin­
tahan Desa Sekretarlat Wilayah/Daerah Tingkat n 
Sukoharjo; 

g. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sek­
retariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

h. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat 
Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

i. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah 
Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah 
'Vingkat II Sukoharjo. 

BAB II 

MAKSUD DAN TIJJUAN PENYISIHAN PENERIMMN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

Pasal 2 

Maksud penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian 
Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah 
meningkatkan kemampuan Desa/Kelurahan dalam menyelenggara­
kan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Pasal 3 

Tujuan penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian 
Daerah Tingkat II kepada pemerintah Desa/Kelurahan adalah untuk 
mengupayakan peningkatan Pen<lapatan Desa/Kelurahan. 

-

BAB Ill 

BESARNYA PENYISII-IAN DAN PEMBA<;tAN 

SERTA ALOKASI PENYISII IAN PENElUMAAN PAJAK 

Pasal 4 
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Besarnya pcnerimaan Pajak Bun1i dan Dangunan bagl 
TinsJcat ~I disisihkan sebesar 10% (scpuluh pcrscratus) s: Die 
sidi/surnbangan Pen1erintah Daerah kcpada Pcmcrlnta~gai, 
Kelurahan· D il 

' 

Pasal 5 

(1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bu,ni dan Bangun 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah inl kepada Pcmcnn­
tah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupad Kepala Daerah. 

(2) Penetapan alokasi sebagalmana din1aksud ayat (1) Pasal inl ditctJpk 
atas dasar klasifikasi dan kriteria sebagai bcrikut : 

a. Pendapatan asli Pemerlntah Desa/Kelurahan; 

b. Lu as Wilayah; 

c. Jun1lah penduduk; 

d. Jumlah Wajib Pajak Bun1i dan Bangunan; 

e. Potensi Pajak Bun1i dan Bangunan sektor Pcrkotaan d:tn P~(kSl-1° 

Pasal 6 

b ·t<•inn 0.1cr.th 
Penyisihan hasil penerilnaan Pajak Bu1ni dan llangunan _. o ,;i1.1r.t 
Tingkat II kepada Pe n1crintah Dcsa/Kclur~han dic:1ntumk ut ',.ai.u1 

I II. p,,·1rkt11l l 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dac rah , an t .inf"..,. •Jh,u') . 

p engcluaran rutin ( ganjaran/su1nb~1ngan kcp~1da Dacnill h-'" 

UAD IV 

TATA CARA PENYAL\JltAN 

Pm;al 7 

l p•,s11I Tata cara pcnyalur.,n dana schagahnmu, dhnaksu • · · 
Dacrah ini ditct.,pkan olch lhapati Kcp.il;, Dncr:,h. 

(,Ill I l'l'.f•''ll 

..-!:~ .. 
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Pasal 8 

Dana sebagaimana dimaksud Pasal S Peraturan Daerah fnJ digunakan 
untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemba­
ngunan. 

Pasal 9 

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
Pasal 5 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan dalam 
-Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran 
Kelurahan pada setiap Tahun Anggaran. 

Pasal 10 

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah 
Tingkat II untuk Pemerintah Des£/Kelurahan tidak mengurangi 
kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk t~tap mem­
berikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama 
ini telah dilakukan. 

Pasal 11 

' 
Bupati Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat lJawa Tengah sesual dengan 

ketentuan yang berlaku. 

BABV 

PEtAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 
di hkan kepada Dinas Pen-

(1) Pelaksanaan Peraturan Oaerah lnl se_r~ian Pemerintah Desa. 
dapatan Daerah Bagian Kcuangan dan Bag d 

' . Daerah lni ditugaskan kepa a 
(2) Pengawasan pelaksanaan Pcraturan 

Bagian Hukum. 
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I 
nAfl VI 

PENUTUP 
Pasal 13 

Hal-hal yang t,elum diatur dalam Peraturan Daerah ini k 
Jebih JanJut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang me~g:: diatlJr 
sanaannya. Pel~. 

-
Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Da:~ 
K?-hupaten Daerah Tingkat II SuJ(oharjo. r 

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SUKOHARJO 
KETUA 

cap ttd 

DJOKO WALUJO, BA 

DISAHKAN 
Dcngan Surat Keputusan Gube rnur 

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 188.3/475/1991 

Tanggal : 20 Dcsember 1991 

An. SEKRETARIS WIIAYAI-I DAERAH 
TJNGKAT I JAWA TENGAH 

Kcpala Biro 1 lukum, 

cap ltd 

SARDJITO, SH 

Ditetapkan di : SUKOHARJ0 

Pada tanggal : 17 Oktober 1991 

BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKATII 
SUKOI-IARJO 

cap ttd 

Drs. SE1YAWAN SAD0NO 

1 baran oaer.ih 
Diundangkan dalam em , ,,0h3tjl1 

h 1
.. kat ll Sur. 

Kabupaten Daera mg . ", \ 2 S rt B i,o. 
Nomor : 2 Th. 199 c . 1992 
Pada tanggal : 22 Januart . ,,\I 

/ 
l)i\hlv 

Pj. SEKRETARJS WlLAYAll 

cap ttcl 

Ors. OMIBANG sOE 
1'60JO 

Pl.'.tnbina Tk. l 
NIP 010 056 24~ 
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PENJElASAN 
Perda No1nor: 8 Tahun 1991 

Tentang 
PENYISIHAN PENERIMMN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN 

PEMERINTAH KABUPATEN DAEIW-1 TINGKAT II SUKOHARJO 
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN 

DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Penjelasan Umum : 

Memperhatikan perkembangan Pembangunan d ewasa ini di­
seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang scmakin 
lama semakin membutuhkan dana yang cukup besar terutama di Pemerin­
tahan Desa/Kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 
Sukoharjo menyisihkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 kcpada Pemcrin tah 
Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

Mengfugat bahwa Penyisihan Pcnerimaan Pajak Bumi d an Ba­
ngunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharj 
kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah merupakan hal yang sangat 
perlu dan sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 19 , 
maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkar l l 
Sukoharjo tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bun1i clan Bangun=in 
Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 kcpada Pcmcrintah 
Desa/Kelurahan se Kabupaten Oaerah Tingkat 11 Sukoharjo. 

Penjelasan Pasal Demi Pasal : 

Pasal 1 

Cukup jclas 

Pasal2 

Cukup jclas 

Pasal 3 

Cukup jclas 
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Pasal 4 

sesan1ra penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan , 

D 
-" Tin .... 1.-ac ll ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) d-....i p tla&i : ae,.u• zr cu, encrt , 

Pajak aumi dan Bangunan n1enurut Ketentuan Surat Keputusan B lllt.r1 ·: 
ersa , 

(SKB Netto) sektor Perkotaan dan Pedesa~n yang diterima Daerah T· mi \ 
II sete\ah dikurangi upah pungut. 

10
&k.t 

Pasal 5 

Cukup je\as 

Pasal 6 

Cukup je\as 

Pasal 7 

Cu\rup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 
-

Pasal 10 

Cukup jelas 
' Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 
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